
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan T.R.mh;:mm

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diu bah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupatijwalikota
merietapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran
2021;
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Manokwari.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh PPTnPrinto h n~~-~1.. ..1- .-

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGTATACARA PEMBAGIANDAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATENMANOKWARITAHUNANGGARAN2021.

MEMUTUSKAN:

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
ten tang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 50 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2021 Nomor 50);



Pasal4
(1) Alokasiafirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional diberikan
kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggalyang

Pasal3
Alokasidasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal2
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manokwari
Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. AlokasiDasar;
b. AlokasiAfirmasi;
c. AlokasiKineQa;dan
d. AlokasiFormula.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
UndangDasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten /kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggaraPemerintahan Desa.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
MenteriDalamNegeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

------------------ --

BAB II
PENETAPANRINCIANDANADESA



Pasal8
(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes
terhadap total pendapatan APBDesdan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidangAPBDes.

(2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf b
dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan
dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap
total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa
dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada
Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran
dana desa dan persentase capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana
pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM,
perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan
jumlah penduduk miskin.

Pasal 7
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot
sebagai berikut:
a. PengelolaanKeuanganDesa dengan bobot 20%;
b. PengelolaanDana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%;

dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot

35%.

Pasal6
Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana
Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan Desa.

Pasal5
Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, di
hitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa
dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa.



Pasal 12
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKDmelalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan

BAB III
PENYALURANDANADESA

Pasal 11
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Manokwari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Manokwariini.

AFKab/Kota

Z4 =

Z3 =

Z2 =

Keterangan:
AFDesa =
Z1 =

Pasall0
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF

Kab/Kota.

Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Desa
dengan bobot 10% (sepuluh persen), angka kemiskinan Desa
dengan bobot 40% (empat puluh persen), luas wilayah Desa
dengan bobot 20% (dua puluh persen), dan tingkat kesulitan
geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen), yang mana
data-data indikator terkait Alokasi Formula bersumber dari
kementerian yang berwenang darr/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Alokasi Formula setiap Desa
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa Kabupaten Manokwari
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Manokwari
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total
luas wilayah Desa Kabupaten Manokwari
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten Manokwari
Alokasi Formula Kabupaten Manokwari.



(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat
(1)dilakukan dalam 3 (tiga)tahap dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLTDesa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima
paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa untuk bulan
kesatu sampai bulan kelima, paling cepat bulan
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh palingcepat bulan Maret;dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa untuk bulan
keenam sampai bulan kesepuluh, paling cepat bulan
Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing
masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesepuluh;

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua
belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa untuk bulan
kesebelas sampai bulan kedua belas, paling cepat
bulan Novemberuntuk bulan kesebelas dan paling
cepat akhir bulan November untuk bulan kedua
belas;

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2
(dua)tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
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Pasal13
(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

12 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPNselaku KPA
penyaluran OAKFisik dan Dana Desa menerima dokumen
persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagiandan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan DesamengenaiAPBDes;dan
3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.

b. tahap IIberupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahap I menunjukkan rata - rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima
persen);

3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan
Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLTDesa; dan

4. Berita Acara konfmnasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUDantara Pemerintah Daerah
dan KepalaKPPNyang berasal dari:

masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLTDesa bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Maret;dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa untuk bulan
kedelapan sampai bulan kedua belas, paling cepat
bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling
cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan
kesembilansampai dengan bulan kedua belas.

(7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dalam
IndeksDesa.



b. Sisa Dana Desa di RKUDTahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap IIIberupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 12 ayat (5)dilaksanakan setelah kepala KPPNselaku
KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagiandan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan DesamengenaiAPBDes;dan
3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.

b. tahap IIberupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima
persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan
Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerimamanfaat BLTDesa;dan

5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUDantara Pemerintah Daerah
dan KepalaKPPNyang berasal dari:
a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh
KepalaDesake RKUD;dan

b. Sisa Dana Desa di RKUDTahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain



Pasal 16
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) setelah

Pasal 15
(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
(2) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.

Pasal14
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan

ekonomidan pengembangan sektor prioritas di Desa.
(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha MilikDesa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa pengembangan Desa digital, Desa
wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan,
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.

(4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam
penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

calon keluarga penerimamanfaat BLTDesa yangmemenuhi
kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran
perbulannya.

BABIV
PENGGUNAANDANA DESA
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Pasal20
(1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana

Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, MenteriKeuangan
dapat menghentikan penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berjalan danj atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan
penjelasan status hukum kepala Desa sebagaiman
dimaksud pada ayat (1)kepada pimpinan lembaga penegak
hukum terkait.

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan
lembagapenegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), status hukum kepala desa ditetapkan sebagai

Pasal 19
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf a terdapat sisa Dana desa di RKD,bupati:
a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa

Dana Desa di RKDtersebut; danjatau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk

melakukan pemeriksaan.

Pasal18
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD;danj atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

BABV
PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal17
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana

Desa termasuk pelaksanaan BLTDesa.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan

pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh kementerian teknis terkait.

untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi
danjatau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDes.



Salinan sesuai dengan aslinya
AN.SEKRETARISDAERAHKABUPATENMANOKWARI

KEPALABAGIANHUKUMDANHAM

BERITADAERAHKABUPATENMANOKWARITAHUN2021 NOMOR45

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Maret 2021
SEKRETARISDAERAHKABUPATENMANOKWARI,

CAP/TID
MERSIYANAHDJALIMUN

Ditetapkan di Manokwari,
pada tanggal 15 Maret 2021
BUPATIMANOKWARI,
CAP/TID

HERMUSINDOU

Pasal22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Manokwari.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal21
(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa

yang dihentikan penyalurannya sebagaiman dimaksud pada
pasal20 ayat (3) setelah menerima;
a. Pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum

tersangka; dan/ atau
b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung
sampai dengan berakhimya tahun anggaran, Dana Desa
tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana
Desa di RKUD.
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